Menimbang :

WALI KOTA TANJUNGBALAI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGBALAI
NOMOR : 2 TAHUN 2025
TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANJUNGBALAI,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan
Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, perlu menetapkan Peraturan

Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggarar Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;



Mengingat :

ot

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Undang — Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang — Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);



10.

14,

12,

13.

14,

15.
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Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Kota Tanjungbalai di Provinsi Sumatera Utara ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6939);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahum 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomeor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Admnistratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentamg Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaram Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

19. Peraturan President Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembarari Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 142 Bl

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahur 2019 Nomor 1447);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangari Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2023 Nomor 9);

25. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2024 Nomor 6).



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANJUNGBALAI
dan
WALI KOTA TANJUNGBALAI

MEMUTUSKAN :
Menetapkan :PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

PASAL 1
(1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan yang meliputi ;

a. Laporan Realisasi Anggaram (LRA);

o

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
c Neraca;
d. Laporan Operasional — LO;
e. Laporan Arus Kas;
f.  Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan

Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.



PASAL 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2024 sebagai
berikut:

a. Pendapatan Rp 651.320.368.865,02
b. Belanja Rp 663.417.790.308,93
c. Transfer Rp 564.730.491.453,00

Surplus (Defisit) Rp (12.097.421.443,91)
d. Pembiayaan

- Penerimaan Daerah Rp 14.559.445.581,83

- Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah Rp 0,00

- Pembiayaan Netto Rp 14.559.445.581,83

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Rp 2.462.024.137,92

PASAL 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebagai berikut :

a. Selisih Anggaran Pendapatan dengan Realisasi Pendapatan dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan Rp 729.668.057.510,00
2. Realisasi Pendapatan Rp 651.320.368.865,01
Selisih Lebih (Kurang) Rp 78.347.688.644,99

b. Selisih Anggaran Belanja dengan Realisasi Belanja dengan rincian sebagai berikut :
1. Anggaran Belanja setelah Perubahan Rp 745.427.503.092,00
2. Realisasi Rp 663.417.790.308,93
Selisih Lebih (Kurang) Rp 82.009.712.783,07




c. Selisih Aggaran dengan Realisasi Transfer dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran Transfer setelah Perubahan Rp 610.380.228.289,00
2. Realisasi Transfer Rp 564.730.491.453,00
Selisih Lebih (Kurang) Rp 5.649.736.836,00

d. Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/Defisit dengan rincian sebagai berikut :

1. Surplus / Defisit setelah Perubahan Rp (15.759.445.582,00)
2. Realisasi Rp (12.097.421.443.91)
Selisih Lebih (Kurang) Rp (3.662.024.138,09)

e. Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan Rp 15.759.445.582,00
2. Realisasi Rp 14.559.445.581,83
Selisih Lebih (Kurang) Rp (1.200.000.000,17)

f. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan Rp 0,00
2. Realisasi Rp 0,00
Selisih Rp 0,00

g. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto dengan rincian sebagai berikut :
1. Anggaran Pembiayaan setelah Perubahan Rp 15.759.445.582,00
2. Realisasi Rp 14.559.445.581,83
Selisih Rp 1.200.000.000,17




PASAL 4
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b Per 31
Desember 2024 sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal Rp 14.559.445.581,83
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan
Tahun Berjalan | Rp 14.559.445.581,00

c. Sisa Lebih / Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Rp 2.462.024.137,92

d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya Rp 0,00

e. Lain-lain Rp 0,00

Saldo Anggaran Lebih Akhir Per 31 Desember 2024 Rp 2.462.024.137,92
PASAL 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf ¢ Per 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset Rp 1.456.360.888.040,08

b. Jumlah Kewajiban Rp 14.745.415.646,53

Jumlah Ekuitas Dana Rp 1.441.615.472.393,55
PASAL 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal I ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai
dengan 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut :

a. Pendapatan - LO Rp 638.300.742.686,30
b. Beban Rp 642.902.982.963,52
c. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Rp 0,00

d. Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa Rp (4.602.240.277,22)

Surplus / Defisit - LO Rp 0,00



PASAL 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai

dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut :
a. Saldo Kas Awal
Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

oo o

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris
Koreksi Saldo Kas

Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran

® oo

h. Kas Lainnya
Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2024

PASAL 8

Rp 14.572.619.482,83
Rp 54.251.686.795,18
Rp (66.349.108.239,09)
Rp 0,00
Rp (13.173.901,00)
Rp 0,00
Rp 0,00
Rp 0,00
Rp 2.462.024.137,92

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf f untuk talun yang berakhir

sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut :
a. Ekuitas Awal
b. Surplus/Defisit — LO
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar
Koreksi Nilai Persediaan
Selisih Revaluasi Aset Tetap
- Koreksi Ekuitas Lainnya
Ekuitas Antar SKPD
Ekuitas Akhir Per 31 Desember 2024

Rp 1.280.339.684.859,00
Rp (4.602.240.277,23)
Rp 0,00
Rp 0,00
Rp 126.674.428.626,09
Rp 0,00

Rp

1.402.411.873.208,44



PASAL 9
Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2024

memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos — pos laporan keuangan.

PASAL 10
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal

1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;

Lampiran I.1  : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi;

Lampiran [.2  : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan belanja, dan
pembiayaan;

Lampiran .3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, oganisasi, program, kegiatan, sub

kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
Lampiran 1.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program,

kegiatan dan sub kegiatan;;

Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
Lampiran III : Laporan operasional,;

Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;

Lampiran V : Neraca;

Lampiran VI : Laporan arus kas;

Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan;

Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah,;



Lampiran IX  : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;

Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah,;

Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset daerah;
Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;

Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;

Lampiran XV  : Daftar rekapitulasi aset lainnya;

Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah,;

Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka panjang;

Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka pendek;

Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2024 dan
dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;

Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah.

PASAL 11
Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Arnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2024 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

PASAL 12

Peraturan Daerah ini miuilai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Daerah Kota Tanjungbalai.

Ditetapkan di Tanjungbalai
pada tanggal 25 September 2025

WALI KOTA TANJUNGBALAI,
ttd.

MAHYARUDDIN SALIM B.

Diundangkan di Tanjungbalai
pada tanggal 25 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGBALAI,
ttd.
NURMALINI MARPAUNG

LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2025 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGBALAI, PROVINSI SUMATERA UTARA: (2-110/ 2025)

Salinan sesuai dengdn aslinya

NIP. 19810630 200604 1 003



PEMERINTAHAN KOTA TANJUNG BALAI

RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Lampiran | : Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai
Nomor : 02 Tahun 2025
Tanggal . 25 September 2025

TAHUN 2024
Kode Rekening URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH/ (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI 2024 (Rp) (%)
4 PENDAPATAN DAERAH 729.668.057.510,00 651.320.368.865,01 78.347.688.644,99 89,26
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 106.987.829.221,00 78.493.779.012,01 28.494.050.208,99 73,37
4.1.01 Pajak Daerah 28.310.000.000,00 22.526.900.770,40 5.783.099.229,60 79,57
4.1.02 Retribusi Daerah 4.738.665.000,00 3.778.910.999,00 959.754.001,00 79,75
4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 7.519.164.221,00 7.419.378.335,10 99.785.885,90 98,67
4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 66.420.000.000,00 44.768.588.907,51 21.651.411.092,49 67,40
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH 106.987.829.221,00 78.493.779.012,01 28.494.050.208,99 73,37
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 610.380.228.289,00 564.730.491.453,00 45.649.736.836,00 92,52
4.2.01.01 Dana Perimbangan 550.647.588.000,00 532.343.272.928,00 18.304.315.072,00 96,68
4.2.01.01.01 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) 16.618.413.000,00 16.673.418.080,00 (55.005.080,00) 100,33
4.2.01.01.02 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) 433.182.302.000,00 420.334.460.000,00 12.847.842.000,00 97,03
4.2.01.01.03 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 36.658.011.000,00 34.863.740.727,00 1.794.270.273,00 95,11
4.2.01.01.04 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik 64.188.862.000,00 60.471.654.121,00 3.717.207.879,00 94,21
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN 550.647.588.000,00 532.343.272.928,00 18.304.315.072,00 96,68
4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 59.732.640.289,00 32.387.218.525,00 27.345.421.764,00 54,22
4.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil 59.732.640.289,00 32.387.218.525,00 27.345.421.764,00 54,22
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH 59.732.640.289,00 32.387.218.525,00 27.345.421.764,00 54,22
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER 610.380.228.289,00 564.730.491.453,00 45.649.736.836,00 92,52
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 12.300.000.000,00 8.096.098.400,00 4.203.901.600,00 65,82
4.3.03 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 12.300.000.000,00 8.096.098.400,00 4.203.901.600,00 65,82
JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 12.300.000.000,00 8.096.098.400,00 4.203.901.600,00 65,82
JUMLAH PENDAPATAN 729.668.057.510,00 651.320.368.865,01 78.347.688.644,99 89,26




JUMLAH (Rp)

BERTAMBAH/ (BERKURANG)

Kode Rekening URAIAN
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI 2024 (Rp) (%)
5 BELANJA DAERAH 745.427.503.092,00 663.417.790.308,93 82.009.712.783,07 89,00
5.1 BELANJA OPERASI 653.311.149.571,00 596.195.040.569,84 57.116.109.001,16 91,26
5.1.01 Belanja Pegawai 312.503.067.907,00 296.679.870.905,96 15.823.197.001,04 94,94
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 302.085.000.047,00 263.725.524.265,88 38.359.475.781,12 87,30
5.1.05 Belanja Hibah 34.728.081.617,00 32.850.295.398,00 1.877.786.219,00 94,59
5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 3.995.000.000,00 2.939.350.000,00 1.055.650.000,00 73,58
JUMLAH BELANJA OPERASI 653.311.149.571,00 596.195.040.569,84 57.116.109.001,16 91,26
5.2 BELANJA MODAL 91.121.853.521,00 66.570.230.739,09 24.551.622.781,91 73,06
5.2.01 Belanja Modal Tanah 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 29.087.619.903,00 22.467.197.465,00 6.620.422.438,00 77,24
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 16.031.080.740,00 14.150.367.006,32 1.880.713.733,68 88,27
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 42.859.442.428,00 26.975.520.604,77 15.883.921.823,23 62,94
5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 3.093.710.450,00 2.977.145.663,00 116.564.787,00 96,23
5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00
JUMLAH BELANJA MODAL 91.121.853.521,00 66.570.230.739,09 24.551.622.781,91 73,06
5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 994.500.000,00 652.519.000,00 341.981.000,00 65,61
5.3.01 Belanja Tidak Terduga 994.500.000,00 652.519.000,00 341.981.000,00 65,61
JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA 994.500.000,00 652.519.000,00 341.981.000,00 65,61
JUMLAH BELANJA 745.427.503.092,00 663.417.790.308,93 82.009.712.783,07 89,00
SURPLUS/DEFISIT (15.759.445.582,00 ) | (12.097.421.443,91) 76,76
6 PEMBIAYAAN DAERAH 15.759.445.582,00 14.559.445.581,83 92,39
6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 15.759.445.582,00 14.559.445.581,83 92,39
6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 14.559.445.582,00 14.559.445.581,83 100,00
6.1.05 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 1.200.000.000,00 0,00 0,00
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 15.759.445.582,00 14.559.445.581,83 92,39
PEMBIAYAAN NETTO 15.759.445.582,00 14.559.445.581,83 92,39
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(%)

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN

0,00

2.462.024.137,92

0,00
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